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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan dalam kebijakan wajib belajar
sembilan tahun yang telah dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang oleh pemerintah daerah Kecamatan dan Kabuaten
Bengkayang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu masih banyaknya terdapat masyarakat usia sekolah 13-15 tahun
yang tidak sekolah yaitu sebesar 57,41%. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (dalam
Agustino, 2012:139) yang mencakup enam variable, yaitu; Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya,
Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan
Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan wajib belajar
sembilan tahundi Kecamatan Jagoi Babang belum efektif, hal tersebut dilihat dari kurang memadainya sumberdaya
yang tersedia yaitu masih kekurangan tenaga pendidik dan penempatan yang tidak merata, kurangnya dana dan
fasilitas sarana prasarana untuk mendukung kebijakan wajib belajar Sembilan tahun. Selain itu faktor lingkungan
ekonomi, sosial yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya kebijakan wajib belajar
sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang.Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar masyarakat di
Kecamatan Jagoi Babang lebih peduli akan pentingkan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Sembilan tahun dan
perlunya motivasi serta pemahaman baik dari elit politik, pemerintah daerah, tenaga pengajar, maupun orang tua
untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun

IMPLEMENTATION OF THE 9 (NINE) YEAR COMPULSORY EDUCATION POLICY
IN JAGOI BABANG SUBDISTRICT OF BENGKAYANG REGENCY

Abstract

This purpose to provide an understanding of the implementation of policy the obligation studied nine year who have
given in subdistrict Jagoi Babang by government in Bengkayang subdistricts and regency. The  problems of this
research was a lot of society from 13 to 15 did not study was about 57.41%. This research used the teory of Van
Meter and Van Horn (in Agustino, 2012:139) there were six variabels, there were measure and the aim of policy,
human resources, charecteristic of agent organizer, attidude (disposition), organizers, communication between
organization and activity of organizer, and economiy environment, social and politic. This research used to kind of
policy oresearch descriptive and kualitative approach. The result showed the implementation of policy obligation
study nine year in subdistrict Jagoi Babang have not efective yet, it could be seen the lack of human resources and
also0 the placemnt could not be spread evenly, less of donation and facility to support the policy obligation nine
year. Beside that the factor of economy environment and social also influence to support effective and not efective
the impleme3ntation of obligation nine years in Jagoi Babang subdiscrit. The suggestions of this research was
experted for society in Jagoi Babang subdistric more care about the importan of education for education for children
in age of obligation nine year  and need motivation and also understanding from politic elite, distric government,
teacher, and parent to give understanding if education very important in daily life

Key words: Implementation, Policy and The Compulsory Study Nine Year
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A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu

masalah penting yang menjadiperhatian

pemerintah.Hal ini tingkat

pendidikanmasyarakat dapat dijadikan

sebagaisalah satu indikator yang

menunjukkankualitas SumberDaya Manusia

(SDM)yang ada pada suatu bangsa. Apabila

tingkat pendidikan semakin tinggi maka

kualitas SDM yang ada juga akan semakin

bagus.Dalam pembukaan UUD 1945

dinyatakan bahwa salah satu tujuan

pemerintah Republik Indonesia adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk

itu setiap warga Negara Indonesia berhak

memperoleh pendidikan yang bermutu

sesuai dengan minat dan bakat yang

dimilikinya tanpa memandang status sosial,

ras, etnis, agama, dan gender.

Salah satu program prioritas

pembangunan pendidikan nasional yang

dicanangkan oleh pemerintah adalah

kebijakan  wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Tujuan utama dari ilmu kebijakan untuk

menentukan secara teknis serangkaian

kegiatan yang terbaik untuk diadopsi agar

dapat mengimplemtasikan keputusan dan

mencapai tujuan. Secara umum, kebijakan

ini mewajibkan setiap warga Negara

Indonesia untuk bersekolah selama 9

(Sembilan) tahun pada jenjang pendidikan

dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah

dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI)

hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama

(SMP) atau Madrasah Tsanawijah (MTs).

Dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 34 dijelaskan tentang

bagian wajib belajar sebagai berikut.

1. Pemerintah dan pemerintah Daerah

Setiap warga negara yang berusia 6

(enam) tahun dapat mengikuti

program wajib belajar.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

menjamin terselenggaranya wajib

belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut

biaya.

3. Wajib belajar merupakan tanggung

jawab negara yang diselenggarakan

oleh lembaga pendidikan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

masyarakat.

Selanjutnyadituangkan dalamPeraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (Sembilan)

Tahun. Dan untuk Sistem Penyelengaraan

Pelayanan Pendidikan juga tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang

Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sistem

Penyelengaraan Pelayanan Pendidikan yang
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tertuang dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2, yang

berbunyi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menjamin setiap

anak mendapatkan kesempatan

belajar mulai dari Sekolah Dasar

atau sederajat sampai pendidikan

Sekolah Menegah Pertama (SMP)

atau yang sederajat.

2. Pelayanan program wajib belajar

mengikut sertakan semua lembaga

pendidikan yang diselelenggarakan

oleh masyarakat.

Permasalahan implemetasi kebijakan

wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan

Jagoi Babangmenunjukkan bahwa masih

kurangnya fasilitas sarana-prasarana untuk

mendukung proses pelaksanaan wajib

belajar 9 (Sembilan) tahun di Kecamatan

Jagoi Babang, masih banyak lulusan Sekolah

Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu

sebanyak 57,41%, kurang meratanya

penempatan tenaga pendidik di Kecamatan

Jagoi Babang.

Berdasarkan latar belakang di atas,

menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan

wajib belajar sembilan tahun belum efektif,

maka penulis memfokuskan penelitian ini

padafaktor-faktor penyebab belum

efektifnya implementasi kebijakan wajib

belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi

Babang Kabupaten Bengkayang.Adapun

tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetetahui faktor-faktor penyebab

Implementasi kebijakan wajib belajar 9

(sembilan) Tahun Di Kecamatan Jagoi

Babang belum efektif.

Manfaat Teoritis dari penelitian ini

diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran yang berguna bagi ilmu

pengetahuan khususnya bagi pengambil

fokus penelitian pada kebijakan, terkait

mengenai implementasi  kebijakan yang

telah dibuat. Adapun aspek praktis

diharapkkan dapat memberikan masukan

yang bermanfaat bagi masyarakat maupun

pemerintah, sebagai bahan informasi dalam

pelaksanaan program Wajib Belajar 9

(Sembilan) Tahun, sehingga dapat

melakasanakan kegiatan program sesuai

peraturan yang ada dalam upaya

memaksimalkan pelaksanaan program Wajib

Belajar 9 (Sembilan) Tahun di Kecamatan

Jajoi Babang Kabupaten Bengkayang.

B. KAJIAN TEORI

Konsep Kebijakan

Program Wajib Belajar 9 (Sembilan)

tahun pada dasarnya bagian dari arah

kebijakan pembangunan pendidikan nasional
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dalam upaya peningkatan akses masyarakat

terhadap pendidikan yang berkualitas.

James Anderson (dalam Agustino,

2012:7) memberikan pengertian atas definisi

kebijakan publik sebagai berikut:

“serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor yang berhubungan dengan

suatu permasalahan atau suatu hal yang

diperhatikan.” konsep kebijakan ini

menitikberatkan pada apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang

diusulkan atau dimaksud.

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam

Santoso 2009:27) merumuskan kebijakan

publik sebagai: “pilihan pemerintah untuk

bertindak atau tidak bertindak.

Kenneth Prewitt (dalam Agustino,

2012:6-7), dalam persfektif mereka

mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“’keputusan tetap’ yang dicirikan dengan

konsistensi dan pengulangan (repitisi)

tingkah laku dari mereka yang membuat dan

dari mereka yang mematuhi peraturan

tersebut.”

Definisi Lain mengenai kebijakan

publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich

(dalam Agustino, 2012: 7) yang mengatakan

bahwa kebijakan adalah, “serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimanaterdapat

hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)

dan kemungkinan-kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan

tersebut diusulkan agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan yang

dimaksud.”

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan

suatu kajian mengenai studi kebijakan yang

mengarah pada proses pelaksanaan dari

suatu kebijakan (Agustino, 2012:138).

Implementasi kebijakan selalu

menarik untuk dikaji,baik oleh pihak yang

terlibat dalam proses perumusan dan

pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak

yang berada di luar lingkungan kebijakan.

sebagaimana dinyatakan oleh Mazmanian

dan Sabatier (dalam Santoso, 2009: 42-43)

bahwa implementasi kebijakan sebagai

pelaksanaan kebijakan dasar (undang-

undang) atau dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif

yang penting atau keputusan badan

peradilan. dalam keputusan tersebut

teridentifikasi masalah yang ingin diatasi,

tujuan, sasaran yang ingin dicapai dan

berbagai cara untuk

menstrukturkan/mengatur proses
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implementasi. Proses ini berlangsung setelah

melalui tahapan tertentu, biasanya diawali

perumusan kebijakan, output kebijakan,

penetapan dan pengesahan kebijakan,

kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan

(instansi) pelaksana, ketersediaan

dilaksanakannya keputusan-keputusan

tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran,

dampak nyata-baik yang dikehendaki atau

tidak dari output tersebut, dampak keputusan

sebagaimana dipersepsikan oleh badan yang

mengambil keputusan dan akhirnya

perbaikan-perbaikan penting (atau upaya

untuk melakukan perbaikan terhadap

kebijakan atau undang-undang/peraturan

yang bersangkutan.

Laster dan Stewart (dalam Agustino,

2012:139) mendefinisikan implemetasi

sebagai suatu proses dan suatu hasil (output).

keberhasilan suatu implementasi kebijakan

dapat diukur atau dilihat dari proses dan

pencapaian tujuan akhir (output), yaitu:

tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang

ingin diraih. hal ini tak jauh berbeda dengan

apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle

(1980) sebagai berikut: Pengukuran

keberhasilan implemetasi dapat dilihat dari

prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang

telah ditentukan yaitu melihat pada action

program dari individual project dan yang

kedua apakah tujuan program tersebut

tercapai.

Van Meter dan Van Horn (dalam

Agustino, 2012:139), mengidentifikasikan

implementasi kebijakan, sebagai: tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan.

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teori Van Meter dan Van

Horn (dalam Agustino, 2012:139).

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk diuji

akan tetapi lebih sebagai panduan atau

pedoman bagi penulis dalam rangka untuk

melaksanakan penelitian dilapangan.

Dalam implementasi sebuah

kebijakan sering ditemukan implementasi

kebijakan tersebut tidak efektif, menurut

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino,

2012:142) ada enam faktor atau variabel-

variabel yang mempengaruhi kinerja

kebijakkan publik. Faktor-faktor atau

variabel-variabel yang mempengaruhi

kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan,

Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana,

Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para

Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan
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Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan

Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

C. KERANGKA PIKIR

Berikut ini adalah kerangka pikir

dalam penelitian ini:

D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan jenis  penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini

dikatakan deskriptif kualitatif karena

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu

individu, keadaan, gejala, atau kelompok

tertentu, atau untuk menentukan frekuansi

atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi

adanya hubungan tertentu antara suatu gejala

dan gejala lain dalam masyarakat.

Sebagimana yang dinyatakan oleh(Moleong,

2013:6) Penelitian deskiptif dengan

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara

keseluruhan dan cara mendeskripsikan

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

suatu kontekskhusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.

Tempat penelitian yang dipil ih oleh

penulis adalah di Kecamatan Jagoi Babang

Kabupaten Bengkayang.dengan alasan

implementasi kebijakan wajib belajar 9

(Sembilan) tahun di lingkungan Kecamatan

Jagoi Babang belum efektif. Tercermin dari

kurangnya fasilitas sarana-prasarana untuk

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor47
Tahun  2008  Tentang Wajib Belajar

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20
Tahun 2013 Tentang Sistem

PenyelengaraanPelayanan Pendidikan

Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan)
Tahun di Kecamatan Jagoi Babang

Kabupaten Bengkayang

Identifikasi Masalah
1. Kurangnya fasilitas sarana-prasarana untuk

mendukung proses pelaksanaan wajib belajar 9
(Sembilan) tahun di Kecamatan Jagoi Babang.

2. Masih Banyak lulusan Sekolah Dasar yang tidak
melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah
Pertama (SMP).

3. Kurang meratanya tenaga pendidik di Kecamatan
Jagoi Babang.

Menurut Van Meter dan Van
Horn (dalam Agustino, 2012:
139), ada enam variabel yang
mempengaruhi kinerja
kebijakan publik yaitu:
1. Ukuran Dan Tujuan

Kebijakan.
2. Sumberdaya.
3. Karakteristik Agen

Pelaksana.
4. Sikap/Kecenderungan

(Disposition) Para Pelaksana.
5. Komunikasi Antarorganisasi

Dan Aktivitas Pelaksana.
6. Lingkungan Ekonomi,

Sosial, Dan Politik

Output

Implement
asi

Kebijakan
Wajib

Belajar 9
(Sembilan)

Tahun
efektif
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mendukung proses pelaksanaan wajib

belajar 9 (Sembilan) tahun di Kecamatan

Jagoi Babang, masih banyak lulusan Sekolah

Dasar yang tidak melanjutkan ke jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta

kurang meratanya penempatan tenaga

pendidik di Kecamatan Jagoi Babang.

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan 3 teknik pengumpulan data

yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi.Dalam teknik Analisis Data

dengan pendekatan penelitian kualitatif,

Miles and Huberman (dalam Sugiyono

2012:337), mengemukakan bahwa aktivitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. aktivitas dalam analisis

data, yaitu redukasi data  (data reducation),

penyajian data (data display), dan penarikan

kesimpulan (conclusion drawing

/verification).

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan

tidak efektifnya implementasi kebijakan

wajib belajar sembilan tahun di kecamatan

jagoi babang kabupaten bengkayang.

Kebijakan Wajib Belajar 9 (Sembilan)

tahun pada dasarnya bagian dari arah

kebijakan pembangunan pendidikan nasional

dalam upaya peningkatan akses masyarakat

terhadap pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9

(Sembilan) tahun yang menegaskan bahwa

Pemerintah kabupaten/kota wajib

mengupayakan agar setiap warga Negara

Indonesia usia wajib belajar mengikuti

program wajib belajar.Selanjutnya

dituangkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun

2013 tentang Sistem Penyelengaraan

Pelayanan Pendidikan. Dengan arah, tujuan

dan fungsinya sebagai berikut;

Peyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam

rangka memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada warga masyarakat

khususnya warga masyarakat Kabupaten

Bengkayang untuk memperoleh pendidikan,

terutama pendidikan dasar dan pendidikan

menengah.Penyelenggaraan pendidikan

bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di daerah, sehingga

memiliki daya saing dalam berbagai aspek

kehidupan. Penyelenggaraan pendidikan

berfungsi memberikan bekal kemampuan

kepada peserta didik agar menjadi insan

yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur,
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berpengetahuan, berketermpilan, mandiri,

sehat jasmani/rohani, memiliki

tanggungjawab social kepada masyarakat

dan Negara serta mampu menjawab berbagai

tantangan global.

Berkaitan dengan Implementasi

kebijakan, Van Meter dan Van Horn (dalam

Agustino, 2012:139), mengidentifikasikan

implementasi kebijakan, sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan.

Dalam penelitian ini peneliti

menemukan beberapa indikator yang

menentukan kinerja Implementasi Kebijakan

Wajib Belajar Sembilan Tahun di

Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten

Bengkayang yang didasarkan pada teori Van

Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:

139) yang terdiri dari enam variabel yang

mempengaruhi kinerja kebijakan publik.

Faktor-faktor atau variabel-variabel yang

mempengaruhi kinerja kebijakan publik,

yaitu:  Ukuran Dan Tujuan Kebijakan,

Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana,

Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para

Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan

Ekonomi, Sosial, Dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Arah kecenderungan para pelaksana

terhadap standar dan tujuan kebijakan juga

merupakan hal yang krusial. Implementor

mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan, dikarenakan

mereka menolak atau tidak mengerti apa

yang menjadi tujuan suatu bebijakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai

melalui tindakan-tindakan yang dilakukan.

Sasaran tersebut adalah sesuatu dasar di

dalam penilaian dan pemantauan kinerja

sehingga merupakan alat pemicu agar pihak

yang menerima amanah sadar akan sesuatu

yang harus dicapai.

Untuk lebih lanjut mengenai hal ini,

peneliti mewawancarai Kepala Dinas

Pendidikan yang diwakili oleh Sub Bagian

Administasi, umum dan kepegawaian Bapak

Moses, S.Pd, yang mengatakan;

“Sasaran dari kebijakan wajib belajar

Sembilan tahun  ini tentu saja banyak yaitu

seperti meningkatkan kualitas pendidikan di

daerah tersebut, meningkat mutu pendidikan

seperti sarana-prasarana, meningkatkan

jumlah tenaga pendidikan, juga

meningkatkan akses agar komunikasi yang
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dilakukan lancar dan tidak ada lagi

masyarakat yang buta aksara, dan kita

berharap kalangan masyarakat kita dapat

mencapai target melek aksara (penuntasan

buta aksara) dan penuntasan wajib belajar

sembilan dasar sembilan tahun.  Terlebih

untuk daerah perbatasan seperti di Jagoi

Babang kita berharap agar kebijakan wajib

belajar Sembilan tahun ini dapat terlakana

dengan baik”.

Implementasi akan berjalan efektif bila

sasaran dan tujuan-tujuan kebijakan

dipahami oleh individu-individu yang

bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan.

Paparan konsep di atas menjelaskan bahwa

memahami isi dan tujuan suatu kebijakan

merupakan faktor yang penting agar

implementor mengerti menyelengarakan dan

melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi

kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memamfaatkan sumberdaya

yang tersedia. Manusia merupakan

sumberdaya yang terpenting dalam

menentukan suatu keberhasilan proses

implementasi. Tahap-tahap tertentu dari

keseluruhan proses implementasi menurut

adanya sumberdaya manusia yang

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang

diisyaratkan oleh kebijakan yang telah

ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika

kompetisi dan kapabilitas dari sumber-

sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan

publik sangat sulit untuk diharapkan.

Jumlah sumberdaya manusia yang harus

disediakan oleh suatu dinas atau organisasi

sangat bergantung pada tugas yang harus

dilaksanakan. Keberhasilan implementasi

kebijakan sangat bergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya

yang semakin banyak pula jumlah

sumberdaya manusia yang harus disediakan

untu menjalankan tugas yaitu

mengimplementasikan kebijakan.Sementara

itu jika kebijakan yang harus

diimplementasikan sederhana maka semakin

sedikit pula jumlah sumberdaya manusia

yang diperlukan.

Adapun jumlah pegawai menurut bagian

dan bidang yang ada pada kantor UPT Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang 2016,

berjumlah 6 orang pegawai yang datanya

dapat dilihat sebagai berikut;
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Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Bagian dan

Bidang Tahun 2016
No Bidang/Bagian Jumlah

Pegawai
(Orang)

1 Kepala UPT 1
2 Pengawas sekolah 3
3 Kasubag TU/bendahara gaji 1
4 Bendahara barang 1

Total 6
Sumber: Data hasil olahan peneliti UPT Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016

Berdasarkan Perda No 20 Tahun 2013

Tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan

Pendidikan  Bab XII Tenaga Pendidikan

Bagian Keenam  yaitu Kedudukan Tenaga

Pendidikan Pada Satuan Pendidikan;

1. Pada satuan pendidikan sekolah dasar

(SD) sekurang-kurangnya terdapat

kedudukan tenaga kependidikan yang

meliputi Kepala Sekolah, Guru Kelas,

Guru Mata Pelajaran, dan Pegawai Tata

Usaha serta dapat diadakan Guru

Bimbingan dan Penyuluhan/konselor

pustakawan, Laboran Serta Teknisi

Sumber Belajar.

2. Pada satuan pendidikan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) atau sederajat

sekurang-kurangnya terdapat kedudukan

tenaga pendidikan yang meliputi Kepala

Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,

Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas,

Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata

Pelajaran, Guru Bimbingan

Konseling/Konselor, Guru Khusus,

Kepala Tata Usaha, dan Pegawai Tata

Usaha, Pustakawan dan Laboran, dapat

diadakan Koordinator Mata Pelajaran dan

Teknisi Sumber Belajar.

Peran guru sebagai sumberdaya manusia

juga sangat penting dalam implementasi

kebijakan wajib belajar, seorang guru tidak

hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi

juga sebagai administrator pada bidang

pendidikan dan pengajaran, juga menganalisi

perkembangan perserta didik, kebutuhan

sumber belajar dan pembelajaran,

perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi (Iptek) serta informasi.

Sumberdaya manusia dalam

implementasi kebijakan wajib belajar

sembilan tahun ini masih kurang, dan

perlunya penambahan tenaga pendidik,

demikian juga dengan sumberdaya finansial

dan waktu, kurangnya dana dapat

mempengaruhi waktu, sehingga

impementasi kebijakan wajib belajar

sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang

ini belum efektif.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn,

bahwa karakteristik para pelaksana adalah

mencakup struktur birokrasi, norma-norma,
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dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam

birokrasi. (Winarno 2007:163). Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang

memiliki karakteristik yang cukup rapi dan

terorganisir. Hal tersebut dapat dilihat dari

struktur organisasi yang dimiliki dan

memiliki tugas pokok yang telah ditentukan

oleh Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 13 tahun 2007 tentang

pembentukan dan susunan organisasi

perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.

Dalam pelaksana kebijakan wajib belajar

ini Karakteristik yang harus dimiliki oleh

agen pelaksana ini adalah perlunya sikap

disiplin, tanggung jawab organisasi

pelaksana, dan ketegasan organisasi

pelaksana.Kedisplinan yang harus dimiliki

oleh agen pelaksana meliputi kedisiplinan

waktu, kedisiplinan menaati mekanisme

dalam melaksanakan kebijakan dan

kedisilinan menaati perintah dari atasan

dalam konteks perintah kebijakan dari

perintah pemerintah kabupaten.Tanggung

jawab merupakan suatu bentuk realisasi

kepatuhan terhadap suatu komitmen yang

dibuat sebelumnya.Ketegasan adalah suatu

sikap dimana berani menentukan dan

memutuskan status suatu persoalan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan

peneliti dengan Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang

mengenai karakter agen pelasana, adalah

sebagai berikut kutipan wawancara:

“Kalau kepala UPT bukan dari guru,

saya yakin struktural untuk pelaksanaan

kebijakan-kebijakan pasti tidak jalan,

karena kita sudah berpengalaman dari

menjadi guru, naik jadi kepala sekolah, dan

dipercayakan untuk menjadi kepala UPT

maka kita tahu apa yang harus kita lakukan,

kalau sanksi belum dapat kita terapkan

karena belum ada hukumnya”. (Wawancara

tanggal 20 April 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas,

karakteristik agen pelaksana berkomitmen

dalam menjalankan tugasnya dan mampu

untuk menjalaskan tugasnya, namun agen

tersebut belum tegas terhadap sanksi apa

yang akan diberikan untuk mengatasi

permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan

wajib belajar ini.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition)

Para Pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan

pelaksana akan memengaruhi kinerja

kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai

pilihan-pilihan negative mungkin secara

terbuka akan menimbulkan sikap menentang

tujuan-tujuan program. Sikap pelaksana
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menjadi variable penting dalam

implementasi sebuah kebijakan, hal ini

berpengaruh pada kinerja dalam

impementasi kebijakan, sikap para pelasana

yang saling mendukung satu sama lain akan

berdampak pada tercapainya kebijakan yang

ditentukan.

Dalam keadaan seperti ini, van Meter

dan van Horn (dalam Winarno, 2007:16)

menyarankan agar orang melihat kepada

peran pengawasan dan pelaksana untuk

menjelaskan perbedaan-perbedaan

keefektifan implementasi.Keberhasilan

implementasi kebijakan wajib belajar

sembilan tahun tidak hanya ditentukan oleh

pemerintah sebagai pelaksana dilapangan,

melainkan dipengaruhi juga oleh sikap sikap

pendukung orang tua atau masyarakat selaku

kelompok sasaran atau target group yang

menerima kebijakan tersebut.

Merujuk pada kecenderungan pelaksana

(implementors), Dinas pendidikan selaku

organisasi yang terlibat pada

pengimplementasian kebijakan wajib belajar

Sembilan tahun, peneliti secara langsung

mewawancarai Bapak Moses, S.Pd yang

mengatakan bahwa;

“Sebagai pelaksana kebijakan wajib

belajar Sembilan tahun ini tentu saja kami

menerima kebijakan ini,  terlebih kebijakan

wajib belajar Sembilan tahun ini adalah

program yang menjadi prioritas program

kami, untuk itu sasaran yang harus dicapai

tadi yaitu untuk menuntaskan buta aksara,

dan untuk menuntaskan wajib belajar

pendidikan dasar dan pendidikan menengah

pertama”.

5. Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana

Komunikasi di dalam dan antara

organisasi-organisasi merupakan suatu

proses yang kompleks dan sulit. Jika

sumber-sumber informasi yang berbeda-

beda memberikan interprestasi-interprestasi

yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran

dasar tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber

yang sama memberikan interprestasi

bertentangan, para pelaksanakan maksud-

maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut

van Meter dan van Horn, prospek-prospek

tentang implementasi yang efektif

ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan

tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh

ketepatan dan konsistensi dalam

mengkonsumsikan ukuran-ukuran dan

tujuan-tujuan tersebut.

Berikut hasil kutipan wawancara yang

dilakukan peneliti dengan Kepala Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang

berkaitan dengan Komunikasi
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Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana,

mengatakan bahwa:

“Sejauh ini komunikasi antar organisasi

di sini berjalan baik karena sama-sama

respon tersebut adalah untuk membangun

daerah perbatasan, baik kerjasama dengan

instansi formal maupun informal, seperti

komunikasi dengan Dinas Pendidikan,

dengan sekolah-sekolah, bahkan untuk

menjalankan program ini kami bekerjasama

dengan Camat, Polsek, maupun Libas”

Selain itu wawancara juga dilakukan

peneliti dengan kepala Sekolah  SD Negeri

02 Pareh Kecamatan Jagoi Babang berkaitan

dengan Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana, mengatakan bahwa:

“Kalau komunikasi dengan pihak UPT

sih lancar dan baik, tapi kalau dari

Kabupatennyakan jarang, karena dari pihak

sana jarang untuk mengawasi di daerah

perbatasan, sosialisasi pun kadasng

dilakukan setahun sekali, dengan peserta

yang sangat sedikit, kadang tu ndak ada

gedungnya, jadi pesertanya terbatas saja.

Kalau sosialisasi kita disini melalui komite

sekolah, tapi ada beberapa komite sekolah

yang ndak aktif,padahal kita sangat

mengharapkan untuk yang dari kabupaten tu

datang untuk melihat kondisi kita di daerah

ini, supaya mereka tahu bagaimana

kekurangan kita disini”.

Dari pernyataan di atas, peneliti

menyimpulkan bahwa komunikasi yang

dilakukan antar organisasi berjalan dengan

baik dan lancar, antara implementor

pelaksanaan “dari atas” (top down) ke bawah

melakukan komunikasi melalui akses

pelayanan yang telah disediakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan

Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan

guna menilai kinerja implementasi publik

dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van

Meter dan Van Horn (dalam Agustino

2012:144) adalah, sejauh mana lingkungan

eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi biang

keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan.Karena itu, upaya untuk

mengimplemntasikan kebijakan harus pula

diperhatikan kekondusifan kondisi

lingkungan eksternal.

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi biang

keladi dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan.Salah satu faktor yang

menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan

optimal adalah kondisi lingkungan ekonomi

dan sosial peserta didik di daerah tersebut.
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Berikut  hasil kutipan wawancara yang

dilakukan peneliti dengan Kepala Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang

berkaitan dengan Lingkungan Ekonomi,

Sosial, Dan Politik mengatakan bahwa:

“Kondisi ekonomi pariatif ada yang kaya

ada yang miskin, kondisi ekonomi disini ada

yang ekonominya dikelas bawah, mengah,

dan atas, keadaan ini sangat berdampak

pada pendidikan, kalau yang kaya seperti

pengusaha sih sangat mendukung untuk

anaknya sekolah, tapi yang orang tuanya

dikelas bawah kadang acuh tak acuh untuk

menyekolahkan anaknya, kadang anaknya

sendiri memilih untuk kerja untuk membantu

mengurangi beban keluarga. Apalagi untuk

di Kecamatan ini mayoritas penduduknya

sebagai petani, ada juga yang jadi buruh

sawit, dan banyak juga yang memilih untuk

bekerja di negara tetangga, jadi banyak

anak-anak itu yang membantu keluarganya

untuk mencari nafkah. Kami sebagai

pelaksana di sini juga memohon kepada

pemerintah agar lebiherah perbatasan

memperhatikan kedaan kami di ini, apabila

dibandingkan keadaan pendidikan kita

dengan negara tetanga jauh lebih maju

dibanding negara kita”.

Lingkungan sosial memberikan dampak

pada proses pelaksanaan kebijakan yang

dijalankan lembaga. Dukungan serta

partisipasi lingkungan sosial dalam ranah

implementasi kebijakan menentukan berhasil

atau tidaknya kebijakan tersebut

dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara mengenai

kondisi sosial kepada Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang,

mengatakan bahwa:

“Faktor sosial ini responsip, karena dari

kondisi keluarga yang bawah, tengah dan

atas tadi, kalau yang ekonominya kaya, dari

lingkungan keluarga, tempat tinggalnya

sangat mendukung, berbeda dengan yang

kelas ke bawah, kadang mereka todak

mengerti arti pendidikan, bahkan yang

mereka pikirkan sekolah itu tidak penting.

Susah juga untuk kita kasih pengertian sama

keluarga yang seperti itu”.

Lingkungan politik sangat berpengaruh

besar terhadap Implementasi kebijakan

wajib belajar Sembilan tahun ini.sejauh

mana kelompok-kelompok kepentingan

memberikan dukungan bagi implementasi

kebijakan; karakteristik partisipan, yakni

mendukung atau menolak; bagaimana sifat

publik yang ada dilingkungan dan apakah

elite politik mendukung implementasi

kebijakan.
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Selain keenam faktor yang disebutkan

oleh Van Meter dan Van Horn (dalam

Agustino, 2012:142) yaitu Ukuran Dan

Tujuan Kebijakan, Sumberdaya,

Karakteristik Agen Pelaksana,

Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para

Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan

Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Peneliti juga

menemukan faktor lain yang mempengaruhi

kinerja kebijakan publik tersebut tidak

efektif, yaitu faktor insfrastruktur yang

belum memadai untuk mendukung jarak

tempuh yang harus ditempuh oleh

masyarakat, selain itu juga dipengaruhi oleh

faktor  budaya masyarakat yang lebih

memilih bekerja di Negara tetangga yaitu

Negara Malaysia serta masih kurang

pedulinya orang tua terhadap pendidikan

anaknya, dan faktor domografi penduduk

yang jarak tempuh antar untuk menuju ke

sekolah SMP masih cukup jauh.

F. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian

mengenai faktor-faktor penyebab yang

menghambat dalam implementasi kebijakan

wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan

Jagoi Babang maka peneliti menarik

kesimpulansebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Bahwa sebagai pelaksana kebijakan

kepala UPT sebagai pelaksana kebijakan

wajib belajar mengetahui ukuran dan

tujuan kebijakan wajib belajar tersebut,

dan berupaya agar sasaran dari kebijakan

wajib belajar sembilan tahun ini sesuai

dengan tujuan yang diharapkan, yaitu

mamaksimalkan usia wajib belajar untuk

mengikuti wajib belajar.

2. Sumberdaya

Bahwa sumberdaya yang dimilki

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan di

Kecamatan Jagoi Babang  dalam

implementasi kebijakan wajib belajar

sembilan tahun ini sumberdaya manusia

masih kurang, dan perlunya penambahan

tenaga pendidik, demikian juga dengan

sumberdaya finansial dan waktu,

kurangnya dana dapat mempengaruhi

waktu dalam jarak tempuh para pendidik

dan juga siswanya, juga perlunya

penambahan sumberdaya sarana dan

prasarana untuk mencapai target yang

ditetapkan, keberhasilan implementasi

kebijakan ditunjang dengan sarana dan

prasarana atau fasilitas yang memadai,

kekurangan-kekurangan sumberdaya
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tersebut menghambat dalam pelaksanaan

kebijakan sehingga impementasi

kebijakan wajib belajar sembilan tahun

di Kecamatan Jagoi Babang belum

terlaksana efektif..

3. Karakteristik agen pelaksana

Bahwa UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan berkomitmen dalam

menjalankan tugasnya dan mampu untuk

menjalaskan tugasnya, namun agen

tersebut belum tegas terhadap sanksi apa

yang akan diberikan untuk mengatasi

permasalahan dalam pelaksanaan

kebijakan wajib belajar ini dan

kurangnya tingkat pengawasan baik itu

dari Dinas Pendidikan maupun pihak

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para

Pelaksana.

Bahwa sikap/kecenderungan para

pelaksana sebagai Implementor

kebijakan wajib belajar Sembilan tahun

pihak Dinas Pendidikan dan UPT Dinas

Pendidikan menerima dan berusaha

semaksimal mungkin agar implementasi

kebijakan wajib belajar sembilan tahun

ini mampu untuk mencapai sasaran dan

tujuan dari kebijakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana.

Bahwa komunikasi yang dilakukan

antar organisasi berjalan dengan baik dan

lancar, antara implementor pelaksanaan

“dari atas” (top down) ke bawah kurang

komunikasi sehingga implementasi

kebijakan ini belum mampu melakukan

komunikasi antar organisasi, para

pelaksana mutlak perlu dilakukan mulai

dari standar dan tujuan program,

mekanisme program, pembagian tugas

dan kenyamanan persepsi mengenai

peran dan fungsi masing-masing

pelaksana dalam program. Semuanya

harus dikomunikasikan dengan jelas agar

kebijakan ini dapat terlaksana dengan

efektif.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan

Politik.

Bahwa lingkungan ekonomi, sosial

dan politik berdampak pada proses

pelaksanaan kebijakan wajib belajar

sembilan tahun yang dijalankan oleh

pihak unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Jagoi Babang. Lingkungan

ekonomi, sosial yang kurang

mendukung berpengaruh pada tidak

efektifnya implementasi kebijakan

wajib belajar sembilan tahun tersebut.
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G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian

ini, penulis memberikan beberapa saran agar

pelaksanaan kebijakan wajib belajar

sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang

menjadi lebih baik, yaitu:

a. Dinas Pendidikan dan UPT Dinas

Pendidan dan Kebudayaan sebagai

pelaksana standar dan tujuan kebijakan

wajib belajar sembilan tahun harus

mentaati dan mampu untuk mencapai

tujuan dan sasaran dari kebijakan wajib

belajar sembilan tahun. Oleh karena itu

perlunya dalam hal ini melihat

bagaimana kebijakan ini dapat

dilaksanakan kedepannya mampu

mencapai sasaran dan tujuan kebijakan

agar dapat efektif.

b. Sumberdaya dalam pelaksanaan

kebijakan wajib belajar sembilan tahun

di Kecamatan jagoi Babang memerlukan

sumberdaya yang memadai, baik itu

sumberdaya manusia sebagai tenaga

pendidik, perlunya untuk penembahan

dan pemerataan tenaga pendidik di

daerah-daerah terpencil dan daerah

perbatasan dan lebih membuka akses

pelayanan, demikian pula untuk

sumberdaya keuangan agar dana yang

dikuncurkan di daerah harus jelas

pengunaan dan pengelolaannya dan perlu

diperhatikan juga sumberdaya sarana dan

prasarananya agar layak digunakan dan

memenuhi standar yang ditentukan.

Daya dukung sumberdaya manusia,

keuangan, waktu, dan fasilitas sarana

prasarana sangat berpengaruh terhadap

pelayanan, dengan itu sebagai

implemntor UPT Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kecamatan Jagoi Babang

harus selalu mengecek dan mengontrol

secara berkala kekurangan-kekurangan

sumberdaya yang ada agar sumberdaya

tersebut dapat memenuhi standar dan

layak untuk digunakan.

c. Perlunya karakter yang tegas dan

berkomitmen dalam menjalankan

tugasnya untuk mengatasi permasalahan

dalam pelaksanaan kebijakan wajib

belajar ini. Serta perlunya peningkatan

pengawasan dalam

mengimplementasikan kebijakan wajib

belajarsembilan tahun di Kecamatan

Jagoi Babang ini, agar implementasi

dapat terlaksana sesuai dengan baik.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para

Pelaksana.

Sebagai pelaksana kebijakan wajib

belajar sembilan tahun, UPT Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Jagoi Babang perlu bersikap responsip,
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yaitu perlunya dukungan antar pihak,

baik antar pihak individu maupun antar

organisasi dan perlunya peningkatan

pengawasan terhadap kebijakan yang

dilaksanakan. Adanya kepatuhan akan

kebijakan yang telah ditentukan sehingga

pada akhirnya dampak yang diberikan

dalam pelaksanaan kebijakan wajib

belajar sembilan tahun ini efektif.

e. Komunikasi Antarorganisasi Dan

Aktivitas Pelaksana.

Komunikasi yang dilakukan dengan

baik antar organisasi  pelaksanaan “dari

atas” (top down) ke bawah patut

diabadikan sehingga  implementasi

kebijakan ini efektif. Para pelaksana

mutlak perlu melakukan hubungan yang

harmonis mulai dari standar dan tujuan

program, mekanisme program,

pembagian tugas dan kenyamanan

persepsi mengenai peran dan fungsi

masing-masing pelaksana dalam

program.Semuanya harus

dikomunikasikan dengan jelas agar

kebijakan ini dapat terlaksana dengan

efektif.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan

Politik

Perlunya kerjasama yang baik antar

organisasi baik itu dari pemerintah pusat,

daerah, kabupaten maupun kecamatan

harus berusaha secara maksimal untuk

mengatasi masalah kondisi ekonomi agar

lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

di Daerah Kecamatan Jagoi Babang agar

tidak ada lagi masyarakat yang merasa

kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.

g. Infrastruktur, budaya dan demografi

Diharapkan agar baik pemerintah

daerah maupun pemerintah pusat lebih

memperhatikan pembagunan jalan,

bangunan sekolah agar masyarakat lebih

bersemangat untuk melanjutkan

pendidikannya, dan perlunya motivasi

serta pemahaman baik dari tenaga

pengajar, pemerintah maupun

masyarakat itu sendiri tentang arti

pentingnya pendidikan bagi masyarakat

di kehidupan sehari-hari.
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